
SALINAN 
PERATURAN  WALIKOTA  SURABAYA 

NOMOR 25 TAHUN 2015     

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS  

PEMBERIAN UANG KINERJA PADA BELANJA LANGSUNG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SURABAYA, 

Menimbang :  a.  bahwa agar pemberian uang kinerja sesuai dengan kebijakan 
penganggaran berdasarkan prestasi kerja sesuai ketentuan Pasal 91 
ayat (4) dan Pasal 93 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, telah ditetapkan Peraturan 
Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis 
Pemberian Uang Kinerja pada Belanja Langsung; 

b. bahwa dalam rangka penyempurnaan ketentuan mengenai
pembatasan pemberian honorarium kepada pegawai negeri sipil
sehubungan dengan pemberian uang kinerja agar selaras dengan
kebijakan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2015, maka ketentuan mengenai petunjuk teknis
pemberian uang kinerja pada belanja langsung sebagaimana diatur
dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2015 perlu
ditinjau kembali;

c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun
2015 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Uang Kinerja pada 
Belanja Langsung. 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa 
Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 
(Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 2730); 

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4287);
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20014 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

5. Undang-Undang 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang  Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun
2015 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4593);

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Tahun 2014 Nomor 199);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2005 tentang
Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota
Surabaya Tahun 2005 Nomor 5/D);

13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya
Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya
Nomor 8) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan
Daerah Kota Surabaya Nomor 20 Tahun 2014 (Lembaran Daerah
Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 20 Tambahan Lembaran Daerah
Kota Surabaya Nomor 18);

14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan
Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
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15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran 
Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Surabaya Nomor 4); 

 
16. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2015  tentang 

Petunjuk Teknis Pemberian Uang Kinerja pada Belanja Langsung 
(Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 21). 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 21 TAHUN 2015  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN UANG KINERJA 
PADA BELANJA LANGSUNG. 

 
 

 

Pasal I 
 

Ketentuan Pasal 2 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 
2015  tentang Petunjuk Teknis Pemberian Uang Kinerja pada Belanja 
Langsung (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 21), 
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

             
Pasal 2 

 
(1) Dengan diberikannya uang kinerja maka pemberian honorarium 

kepada Pegawai Negeri Sipil dibatasi. 
 

(2) Honorarium yang masih dapat diberikan kepada Pegawai Negeri 
Sipil terbatas pada : 

 

a. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa untuk pekerjaan 
dengan metode pelelangan umum/seleksi umum/penunjukan 
langsung yaitu Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen, 
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Honorarium 
Pejabat Pengadaan, Honorarium keanggotaan Kelompok 
Kerja pada Unit Layanan Pengadaan dan Honorarium 
Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan; 

 

b. Honorarium satuan tugas/panitia pengadaan tanah untuk 
kepentingan umum; 
 

c. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa untuk pekerjaan 
dengan metode pengadaan Langsung yaitu Honorarium 
Pejabat Pengadaan dan Honorarium Pejabat Penerima Hasil 
Pekerjaan; 
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d. Honorarium Pegawai Negeri Sipil yang duduk dalam
keanggotaan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan
Pemerintah Kota Surabaya;

e. Honorarium Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai
narasumber pada kegiatan pendidikan dan pelatihan yang
diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Diklat Kota
Surabaya dan kegiatan pengadaan tanah.

Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan 
berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2015.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kota Surabaya.  

Ditetapkan di Surabaya 
pada tanggal 11 Mei 2015 

WALIKOTA SURABAYA, 

ttd. 

TRI RISMAHARINI 
Diundangkan di Surabaya 
pada tanggal 11 Mei 2015 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA, 

ttd. 

HENDRO GUNAWAN 

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2015 NOMOR 25 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

IRA TURSILOWATI, SH, MH. 

Pembina Tk. I. 

NIP. 19691017 199303 2 006 


